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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang saya buat di bab sebelumnya, maka saya 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1) Tidak ada nya penjelasan yang jelas mengenai kriteria ujaran kebencian 

di dalam pasal 156 KUHP maupun di dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. 

2) Peserta pemilihan kepala daerah yang melakukan delik ujaran kebencian 

dapat dituntut berdasarkan pasal sesuai dengan pada saat melakukan 

delik ujaran kebencian. 

3) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran 

kebencian diluar kegiatan kampanye maka akan dikenakan pasal 156 

KUHP dan pasal 310 KUHP 

4) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran 

kebencian dalam lingkup kegiatan kampanye maka akan dikenakan 

adalah pasal 69 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-undang 

5) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran 

kebencian pada saat kegiatan kampanye maupun diluar kampanye 

dengan menggunakan sarana informasi dan teknologi elektronik maka 

akan dikenakan pasal Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 11 

Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Tekonolgi Elektronik) 
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5.2.Saran 

 

Berdasarkan analisis yang saya buat di bab sebelumnya, maka saya 

akan  memberikan saran sebagai berikut : 

1) Perlu ada nya peraturan yang lebih jelas mengenai kriteria ujaran 

kebencian agar para peserta pemilihan kepala daerah mengerti dalam 

berkomentar maupun berkampanye tidak terkena delik ujaran kebencian. 

2) Perlu ada nya sosialisasi dari penyelenggara pemilihan kepala daerah 

dalam memberikan pengetahuan mengenai ujaran kebencian. 
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